Menimbang

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 27 /POJK.03/2016
TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
BAGI PIHAK UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

bahwa dalam rangka menciptakan Lembaga Jasa
Keuangan yang sehat, melindungi pemangku
kepentingan dan meningkatkan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan,
diperlukan pelaksanaan tata kelola di Lembaga
Jasa Keuangan;

bahwa untuk mewujudkan tata kelola tersebut,
Lembaga Jasa Keuangan harus dimiliki dan
dikelola oleh pihak yang senantiasa memenuhi
persyaratan kemampuan dan kepatutan;

bahwa untuk mendukung terwujudnya perizinan
prima diperlukan pelayanan perizinan yang lebih
cepat, tepat, mudah dan transparan;

bahwa dengan beralihnya kewenangan
pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa
Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan
diperlukan penyelarasan ketentuan yang
mengatur mengenai penilaian kemampuan dan

kepatutan;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan

dan Kepatutan bagi Lembaga Jasa Keuangan;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang
Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3477);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3608);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4867);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5253);



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 337; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5618);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 9; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5835);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK
UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang

dimaksud dengan:

1.

Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat

LJK adalah Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi:

a.

Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang dan
kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan

di luar negeri;



Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan
kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek,
Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer
Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal;

Penasihat Investasi adalah perusahaan yang
memberi nasihat kepada pihak lain mengenai
penjualan atau  pembelian Efek  dengan
memperoleh imbalan jasa sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang
Pasar Modal;

Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan
asuransi, perusahaan asuransi syariah,
perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi
syariah, perusahaan pialang
asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan
perusahaan penilai kerugian asuransi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
Dana Pensiun adalah badan hukum yang
mengelola dan menjalankan program yang
menjanjikan manfaat pensiun, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, termasuk
yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya
berdasarkan prinsip syariah;

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha
yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk
pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk yang
melakukan seluruh kegiatan usahanya
berdasarkan  prinsip syariah  sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
mengenai perusahaan pembiayaan dan

perusahaan pembiayaan syariah;



g. Lembaga Penjamin adalah perusahaan
penjaminan, perusahaan penjaminan syariah,
perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan
penjaminan ulang syariah yang menjalankan
kegiatan penjaminan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Penjaminan;

h. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya
disingkat PMV adalah badan wusaha yang
melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura
termasuk yang melakukan seluruh kegiatan
usahanya berdasarkan prinsip syariah
sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan  mengenai  perusahaan
modal ventura dan perusahaan modal ventura
syariah;

i.  Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan
pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian
pemerintah termasuk yang melakukan kegiatan
usahanya berdasarkan prinsip syariah
sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan mengenai usaha
pergadaian.

Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola,
mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang
signifikan pada LJK.
Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya
disingkat PSP adalah badan hukum, orang
perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang
memiliki saham atau yang setara dengan saham LJK
dan mempunyai kemampuan untuk melakukan
pengendalian atas LJK.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya

disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJK

yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau



yang setara dengan RUPS bagi LJK yang berbentuk
badan hukum koperasi, usaha bersama, dana pensiun,
perusahaan umum, perusahaan daerah, perusahaan
umum daerah, atau perusahaan perseroan daerah,
atau badan usaha perseroan komanditer.

Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas bagi LJK yang berbentuk badan
hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan
Direksi bagi LJK yang berbentuk badan hukum
koperasi, usaha bersama, dana pensiun, perusahaan
umum, perusahaan daerah, perusahaan umum
daerah, perusahaan perseroan daerah, badan usaha
perseroan komanditer, atau kantor cabang/kantor
perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar
negeri.

Dewan Komisaris adalah dewan komisaris
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi LJK
yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau
yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJK yang
berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama,
dana pensiun, perusahaan umum, perusahaan daerah,
perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan
daerah, badan usaha perseroan komanditer, atau
kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar
negeri.

Dewan Pengawas Syariah adalah pengawas yang
direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional,
Majelis Ulama Indonesia yang ditempatkan di LJK atau
unit syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha
perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
Pengendali Perusahaan Perasuransian adalah pihak
yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai
kemampuan untuk menentukan Direksi dan Dewan
Komisaris, dan/atau mempengaruhi tindakan Direksi,

Dewan Komisaris pada Perusahaan Perasuransian.



10.

11.

12.

(1)

(2)

Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan
untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan
perusahaan, termasuk pada LJK, dengan cara apapun,
baik secara langsung maupun tidak langsung.

Auditor Internal adalah pejabat pada Perusahaan
Perasuransian yang bertanggung jawab untuk
mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas
pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata
kelola perusahaan yang bekerja secara independen dan
sesuai dengan standar praktik yang berlaku.

Aktuaris Perusahaan adalah pejabat pada perusahaan
asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan
reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang
ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengelola
dampak keuangan dari risiko yang dihadapi
perusahaan yang bekerja secara independen dan
sesuai dengan standar praktik yang berlaku.

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat
OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

Calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan dari
OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas dan
fungsinya sebagai Pihak Utama.
Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. bagi Bank:

1) PSP;

2) anggota Direksi; dan

3) anggota Dewan Komisaris.
b. bagi Perusahaan Efek:

1) PSP;

2) anggota Direksi; dan

3) anggota Dewan Komisaris.



(3)

(4)

c. bagi Penasihat Investasi:

1) PSP;

2) anggota Direksi; dan

3) anggota Dewan Komisaris.
d. bagi Perusahaan Perasuransian:

1) Pengendali Perusahaan Perasuransian;

2) anggota Direksi;

3) anggota Dewan Komisaris;

4) anggota Dewan Pengawas Syariah;

5) Auditor Internal; dan

6) Aktuaris Perusahaan.
e. bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja:

1) anggota Direksi;

2) anggota Dewan Komisaris; dan

3) anggota Dewan Pengawas Syariah.
f.  bagi Dana Pensiun Lembaga Keuangan:

1) pelaksana tugas pengurus; dan

2) anggota Dewan Pengawas Syariah.
g. bagi Perusahaan Pembiayaan, Lembaga Penjamin,

PMV, dan Perusahaan Pergadaian:

1) PSP;

2) anggota Direksi;

3) anggota Dewan Komisaris; dan

4) anggota Dewan Pengawas Syariah.
Calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan
Perasuransian yang merupakan pemegang saham yang
belum memperoleh persetujuan dari OJK, dilarang
melakukan tindakan sebagai PSP atau Pengendali
Perusahaan Perasuransian walaupun telah memiliki
saham LJK.
Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris
dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah
yang belum memperoleh persetujuan OJK, dilarang
melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota
Dewan Pengawas Syariah LJK walaupun telah

mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.



Pasal 3

Dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, OJK melakukan penilaian

kemampuan dan kepatutan kepada calon Pihak Utama.

BAB II

FAKTOR PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pasal 4

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk

menilai bahwa calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 memenuhi persyaratan:

a.

integritas dan kelayakan keuangan bagi calon PSP atau
calon Pengendali Perusahaan Perasuransian yang
merupakan pemegang saham;

integritas dan reputasi keuangan bagi calon Pengendali
Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan
pemegang saham;

integritas, reputasi keuangan dan kompetensi bagi
selain calon PSP atau calon Pengendali Perusahaan

Perasuransian.

Pasal 5

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi:

a.

cakap melakukan perbuatan hukum;

memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit
ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang
berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena
terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu
tertentu sebelum dicalonkan;

memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan
perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang
sehat; dan

tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk

menjadi Pihak Utama.
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Pasal 6
Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, paling sedikit
dibuktikan dengan:
a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah
menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan
Perasuransian yang bukan merupakan pemegang
saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan
suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima)

tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 7

Persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit dibuktikan dengan:

a. memiliki reputasi keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6;

b. memiliki kemampuan keuangan yang  dapat
mendukung perkembangan bisnis LJK; dan

c. memiliki komitmen untuk melakukan upaya-upaya
yang diperlukan apabila LJK menghadapi kesulitan

keuangan.

Pasal 8
Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf c, paling sedikit meliputi pengetahuan

dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan LJK.

BAB III
TATA CARA PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Bagian Kesatu

Umum
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Pasal 9

Calon Pihak Utama yang sedang menjalani:

proses hukum;

proses penilaian kemampuan dan kepatutan di OJK;
dan/atau

proses penilaian kembali karena terdapat indikasi
permasalahan  integritas, kelayakan  keuangan,
reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu

LJK,

tidak dapat diajukan untuk mengikuti penilaian

kemampuan dan kepatutan untuk menjadi Pihak Utama.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 10

Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi

Pihak Utama diajukan oleh:

a. calon pemilik, pendiri atau anggota Direksi LJK
dalam hal permohonan izin pendirian LJK; atau

b. anggota Direksi LJK, dalam hal LJK telah
memperoleh izin usaha;

dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif.

LJK harus menyampaikan daftar pemenuhan

persyaratan  administratif @ kepada OJK  yang

ditandatangani oleh:

a. calon pemilik, pendiri, atau pejabat LJK yang
berwenang dalam hal permohonan izin pendirian
LJK; atau

b. pejabat LUK yang berwenang, dalam hal LJK telah
memperoleh izin usaha.

Penyampaian  permohonan dan/atau  dokumen

persyaratan administratif dapat dilakukan melalui

sarana elektronik dalam hal ketentuan yang mengatur
mengenai hal tersebut telah diberlakukan.

OJK dapat mengembalikan permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) apabila dokumen persyaratan

administratif tidak lengkap.



(5)

(1)

(2)
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LJK dapat mengajukan calon Pihak Utama dalam
jumlah tertentu untuk setiap posisi jabatan yang

dituju.

Pasal 11

Dalam hal seluruh atau mayoritas saham LJK dimiliki
oleh pemerintah pusat atau lembaga yang diberikan
tugas oleh Undang-Undang untuk menyelamatkan
LJK, permohonan untuk memperoleh persetujuan
menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris LUK dimaksud dapat diajukan oleh instansi
yang mewakili pemerintah pusat atau lembaga
tersebut.

Dalam hal calon PSP akan melakukan pembelian
saham LJK dalam rangka penyertaan modal sementara
oleh lembaga yang diberikan tugas oleh Undang-
Undang untuk menyelamatkan LJK, permohonan
untuk memperoleh persetujuan menjadi PSP dimaksud

dapat diajukan oleh lembaga tersebut.

Pasal 12

Dalam hal anggota Direksi LJK sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (1) tidak dapat menjalankan fungsinya

atau mempunyai benturan kepentingan, permohonan

diajukan oleh:

a.

anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai
benturan kepentingan;

anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota
Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau
mempunyai benturan kepentingan; atau

pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh
anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak
dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai

benturan kepentingan.
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Bagian Kedua
Tata Cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon

PSP dan Calon Pengendali Perusahaan Perasuransian

Pasal 13

(1) Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP
dan calon Pengendali Perusahaan Perasuransian
dilakukan melalui penilaian administratif.

(2) Dalam rangka penilaian administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), calon PSP, dan calon
Pengendali Perusahaan Perasuransian harus
melakukan presentasi atau pemaparan paling sedikit
mengenai:

a. rencana calon PSP, dan calon Pengendali
Perusahaan Perasuransian terhadap
pengembangan LJK yang akan dimiliki dan/atau
yang akan dikendalikannya; dan

b. strategi calon PSP, dan calon Pengendali
Perusahaan Perasuransian dalam hal LJK yang
akan dimiliki dan/atau yang akan

dikendalikannya mengalami kesulitan keuangan.

Pasal 14
Dalam hal calon PSP, atau calon Pengendali Perusahaan
Perasuransian adalah pemerintah pusat atau pemerintah
daerah, presentasi atau pemaparan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan apabila dianggap

perlu.

Pasal 15
(1) Dalam hal calon PSP, dan calon Pengendali
Perusahaan Perasuransian berbentuk badan hukum,
penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap badan
hukum tersebut dilakukan dengan menilai badan
hukum yang bersangkutan, anggota Direksi, dan

anggota Dewan Komisaris badan hukum yang
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bersangkutan, dan pihak-pihak yang berdasarkan
penilaian Otoritas Jasa Keuangan merupakan ultimate
shareholders.

(2) Dalam  hal ultimate  shareholders merupakan
pemerintah negara lain, dan hukum di negara yang
bersangkutan tidak memperbolehkan ultimate
shareholders tersebut memberikan data dan dokumen,
OJK menetapkan ultimate shareholders lain yang
secara langsung dikendalikan oleh pemerintah negara
lain tersebut berdasarkan dokumen pendukung yang
sah  sebagai pengganti ultimate  shareholders
pemerintah negara lain tersebut.

(3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) harus menyampaikan dokumen persyaratan
administratif.

(4) Selain pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), OJK dapat menetapkan pihak lain yang
berdasarkan penilaian OJK melakukan Pengendalian,
untuk menyampaikan dokumen persyaratan
administratif.

(5) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap
pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)
dan ayat (4) merupakan satu kesatuan hasil penilaian
kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Tata Cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak
Utama Selain Calon PSP dan Calon Pengendali Perusahaan

Perasuransian

Pasal 16
Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Pihak
Utama selain calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan
Perasuransian dilakukan OJK  melalui penilaian

administratif.



(1)

(2)

(1)

(2)
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Pasal 17
LJK harus terlebih dahulu melakukan penilaian sendiri
(self assessment) terhadap calon Pihak Utama selain
calon PSP dan calon Pengendali Perusahaan
Perasuransian sebelum diajukan kepada OJK, terkait
dengan:
a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf c; dan
b. pemenuhan persyaratan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Hasil self assessment sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada OJK pada saat pengajuan

permohonan.

Pasal 18

Dalam rangka penilaian administratif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16, OJK dapat melakukan

klarifikasi kepada calon Pihak Utama.

Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan apabila:

a. terdapat informasi negatif mengenai calon Pihak
Utama;

b. calon Pihak Utama belum mempunyai
pengalaman pada LJK di Indonesia yang relevan
dengan jabatan yang dituju dan
mempertimbangkan posisi jabatan, ukuran,
kompleksitas, dan/atau permasalahan LJK
tempat yang bersangkutan akan dicalonkan;
dan/atau

c. calon Pihak Utama pernah ditetapkan tidak

disetujui dalam pencalonan sebelumnya.



(1)

(2)
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Bagian Keempat

Penghentian Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 19

OJK menghentikan penilaian kemampuan dan

kepatutan calon Pihak Utama LJK apabila calon

tersebut menjalani:

a. proses hukum;

b. proses penilaian kemampuan dan kepatutan;
dan/atau

c. proses penilaian kembali karena terdapat indikasi
permasalahan integritas, kelayakan keuangan,
reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada
suatu LJK.

Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberitahukan secara tertulis kepada LJK.

Pasal 20

Calon Pihak Utama yang dihentikan penilaian kemampuan

dan kepatutannya oleh OJK, dapat dicalonkan kembali

kepada OJK untuk menjadi Pihak Utama apabila yang

bersangkutan telah selesai menjalani proses sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

(1)

(2)

BAB IV
HASIL PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN

Pasal 21

OJK menetapkan hasil penilaian kemampuan dan
kepatutan sebagai berikut:

a. disetujui; atau

b. tidak disetujui.

Jangka waktu penetapan hasil penilaian kemampuan
dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh

dokumen permohonan diterima secara lengkap.
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(4)

(9)

(1)

(2)

(3)
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Dalam hal proses penilaian kemampuan dan
kepatutan calon Pihak Utama dilakukan pada saat
permohonan izin pendirian, penggabungan dan/atau
peleburan LJK, OJK memberikan penetapan hasil
penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka
waktu sesuai dengan peraturan yang mengatur
mengenai pemberian izin pendirian, penggabungan,
dan/atau peleburan LJK.

OJK memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan
kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
tertulis kepada LJK.

Selain memberitahukan kepada LJK sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), OJK dapat memberitahukan
hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada
pihak lain yang berkepentingan dalam rangka
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK atau

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Bagi calon PSP yang tidak disetujui oleh OJK namun

telah memiliki saham LJK:

a. yang bersangkutan wajib mengalihkan
kepemilikan = sahamnya pada LJK yang
bersangkutan dan tidak melakukan Pengendalian;
dan

b. dilakukan pembatasan atas hak pemegang saham
pada LJK yang bersangkutan.

LJK wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada

OJK dengan mengacu kepada peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pelaporan

perubahan anggaran dasar terkait perubahan
kepemilikan yang berlaku pada masing-masing sektor
jasa keuangan.

Dalam hal tidak terdapat peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pelaporan

perubahan anggaran dasar terkait perubahan
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kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJK
wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RUPS

mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.

Pasal 23

LJK wajib mencantumkan penjelasan mengenai status

pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

dalam:

a.
b.

(1)

(2)

(1)

daftar pemegang saham LJK; dan
laporan yang dipublikasikan LJK.

Pasal 24

OJK dapat menetapkan pihak yang tidak

diperbolehkan menerima pengalihan saham

sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1).

Dalam hal pengalihan kepemilikan saham dilakukan

kepada pihak yang tidak diperbolehkan menerima

pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat

(1):

a. pengalihan tersebut tidak dianggap sebagai
pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 22 ayat (1);

b. LJK dilarang melakukan pencatatan atas pihak
yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar
pemegang saham LJK; dan

c. pihak yang menerima  pengalihan  tidak
memperoleh  hak-haknya sebagai pemegang

saham.

Pasal 25
Persetujuan OJK terhadap calon Pihak Utama selain
calon PSP, dan calon Pengendali Perusahaan
Perasuransian menjadi tidak berlaku apabila dalam
jangka waktu tertentu tidak terdapat pengangkatan
terhadap calon Pihak Utama yang telah disetujui oleh
OJK.
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(3)

(1)

(2)

(3)

(1)
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LJK wajib melaporkan pengangkatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan mengacu kepada
peraturan yang mengatur mengenai pelaporan
perubahan Pihak Utama yang berlaku pada masing-
masing sektor jasa keuangan.

Dalam hal tidak terdapat peraturan yang mengatur
mengenai  pelaporan perubahan Pihak Utama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJK wajib
melaporkan pengangkatan Pihak Utama paling lambat

7 (tujuh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 26
Bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan
Komisaris, dan/atau calon anggota Dewan Pengawas
Syariah yang tidak disetujui oleh OJK namun telah
diangkat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris, LJK wajib menyelenggarakan RUPS untuk
membatalkan pengangkatan yang bersangkutan.
LJK wajib melaporkan RUPS pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada OJK dengan mengacu
kepada peraturan yang mengatur mengenai pelaporan
perubahan Pihak Utama yang berlaku pada masing-
masing sektor jasa keuangan.
Dalam hal tidak terdapat peraturan yang mengatur
mengenai  pelaporan perubahan Pihak Utama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJK wajib
melaporkan perubahan Pihak Utama paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah RUPS pembatalan
pengangkatan anggota Direksi atau calon anggota

Dewan Komisaris.

Pasal 27
Calon Pihak Utama selain calon PSP dan calon
Pengendali Perusahaan Perasuransian yang tidak
disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(1) huruf b dapat dicalonkan kembali kepada OJK
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(1)

(2)

(3)
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paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan

Tidak Disetujui dari OJK.

Dalam hal calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak disetujui karena persyaratan

kompetensi maka calon dimaksud dapat diajukan

sebelum 6 (enam) bulan pada:

a. bidang jabatan yang berbeda pada jabatan yang
setingkat atau lebih rendah pada LJK yang sama;

b. jabatan di LJK sejenis yang mempunyai ukuran
dan kompleksitas yang lebih rendah; atau

c. jabatan di LJK yang berbeda.

Pengajuan kembali calon Pihak Utama yang tidak

disetujui karena persyaratan kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen

pendukung yang membuktikan bahwa calon yang

diajukan kembali telah melakukan peningkatan

kompetensi.

Pasal 28

OJK membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, apabila setelah

persetujuan diberikan:

a. diketahui bahwa informasi atau dokumen yang
disampaikan dalam proses penilaian kemampuan
dan kepatutan tidak benar sehingga menjadi tidak
memenuhi persyaratan; dan/atau

b. terdapat informasi yang diperoleh dari otoritas
lain yang mengakibatkan pihak yang telah
disetujui menjadi tidak memenuhi persyaratan.

PSP yang dibatalkan persetujuannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terhadap yang bersangkutan

berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (3) dan Pasal 22.

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau

anggota Dewan Pengawas Syariah yang dibatalkan

persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
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terhadap yang bersangkutan berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan

Pasal 26.

BAB V

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK

UTAMA LEMBAGA JASA KEUANGAN DALAM

PENYELAMATAN/PENANGANAN DAN PIHAK UTAMA BANK

YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA RESOLUSI

Pasal 29

OJK menetapkan tata cara penilaian kemampuan dan

kepatutan yang berbeda bagi Pihak Utama pada:

a.

(1)

(2)

LJK dalam penyelamatan/penanganan oleh lembaga
atau instansi yang mempunyai kewenangan untuk
melakukan penyelamatan/penanganan LJK; dan

Bank yang digunakan sebagai sarana resolusi
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan

Krisis Sistem Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30
Bank wajib melaporkan rencana perubahan struktur
kelompok usaha yang terkait dengan Bank termasuk
badan hukum pemilik Bank sampai dengan ultimate
shareholders kepada OJK paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum terjadinya perubahan.
Dalam hal perubahan struktur kelompok usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut
penilaian OJK menyebabkan perubahan pengendali
Bank atau apabila menurut penilaian OJK terdapat
pengendali Bank, Bank wajib mengajukan calon PSP
untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan

oleh OJK.
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Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap
pengendali Bank yang disebabkan karena adanya
perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan
penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap
kelompok usaha.

OJK berwenang menolak perubahan pengendali Bank,
dalam hal berdasarkan penilaian OJK perubahan
pengendali Bank dapat menyebabkan atau
diindikasikan = dapat menghambat  pelaksanaan

pengawasan Bank.

BAB VII
SANKSI

Pasal 31

LJK dan/atau Pihak Utama yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2

ayat (3), Pasal 2 ayat (4), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24

ayat (2) huruf b, Pasal 25 ayat (2), Pasal 25 ayat (3),

Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (3), atau Pasal 30 ayat

(1), dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penurunan tingkat kesehatan;

c. pembatalan hasil penilaian kemampuan dan
kepatutan;

d. pembatasan kegiatan usaha,;

e. perintah penggantian manajemen;

f.  pencantuman manajemen dalam daftar pihak
yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama,;

g. pembatalan persetujuan, pendaftaran dan
pengesahan; dan/atau

h. pencabutan izin usaha.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), OJK dapat mengenakan sanksi

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
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undangan yang berlaku bagi LUK pada masing-masing
sektor jasa keuangan.

Mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada ketentuan
yang berlaku bagi LUK pada masing-masing sektor jasa

keuangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah

ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 33

Terhadap penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon

Pihak Utama yang sedang dilakukan pada saat berlakunya

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini:

a.

(1)

tata cara penilaian dan hasil penilaian tetap mengacu
kepada ketentuan penilaian kemampuan dan
kepatutan yang berlaku pada masing-masing sektor
jasa keuangan; dan

konsekuensi hasil penilaian kemampuan dan
kepatutan mengacu kepada ketentuan dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 34

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan ini:

a. Pihak Utama pada PMV atau Perusahaan
Pergadaian yang belum pernah mengikuti
penilaian kemampuan dan kepatutan tetap dapat
menjadi Pihak Utama,;

b. anggota Dewan Pengawas Syariah pada Dana

Pensiun dan Auditor Internal pada Perusahaan
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Perasuransian yang belum pernah mengikuti
penilaian kemampuan dan kepatutan tetap dapat

menjabat dan menjalankan tugas dan fungsinya.
(2) Pihak Utama selain PSP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus mengikuti penilaian kemampuan dan
kepatutan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini sebelum yang bersangkutan dilakukan
perpanjangan jabatan atau peralihan jabatan pada

perusahaan yang sama.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kemampuan dan

kepatutan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan.

Pasal 36
Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini,
Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (2) huruf b, dan Pasal
18 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan bagi Pihak Utama pada  Perusahaan
Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan,

dan Perusahaan Penjaminan dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 37
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang
berlaku pada masing-masing sektor jasa keuangan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan ini.



-25 -

Pasal 38
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
a. pada tanggal 1 Agustus 2016 bagi LJK selain
Perusahaan Pergadaian;
b. 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan bagi
Perusahaan Pergadaian.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.
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